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TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

Membaca :  Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor :
01/KB.Ceria/X1/2018 tanggal 21 November 2018 beserta lampirannya yang
diajukan oleh Sdr. Nur Rokhimah selaku penyelenggara/ pengelola pendidikan

anak usia dini KB Ceria.

Menimbang : & bahwa dalam rangka Pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian
penyelenggaraan kursus pendidikan non formal di Kabupaten Kendal,

maka perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus

Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat.

Mengingat N Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 78,

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);









